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. TENTANG

TRANSPARANS! PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KABUPATEN |
B GOWA "

 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA - -

BUPATI GOWA . _
Menimbang : &, bahwa transparansi merupakan ciri dari sebuah negars
| hukum yang demokralis yang merupakan prasyarat
ferpenting untuk mewu;udlwn pemearintahan yang terbuka;
b. bahwa hak anggota masyarakat untuk memperoleh
informasi  publik merupakan fakior penting untuk
. meningkatkan kualitas kelerlibatan masyarakat dalam ~
L V7T proses pengambilan _ keputusan publik serta untuk
| mengoptimatkan pengawasan tethadap penyelenggaraan
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- Mengingal - :

©

pemerintahan  guna mendorong-= pemerinizhan  yagy

{ransparan, partisipatif dan akuntabel,

bahwia berdasarkan pertimbangan Se_bagaimana
dimaks;ud dalam huruf a dan b di.alas serda untuk
mempercepal peleksanaan  jaminan pemenihan - hak
masyarakat untuk memperoleh informasi publik, pedu
ditetapkan Peraturan Daerah tentsng Transparansi
Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupalen Gowa.

. Undang-undang Nomior 29 Tahur 1959 tentang"
* pembentukan Daerah-Daerah Tingkd | di Sulawesi

(Lembarén Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahar Lembaran Megara Nomor 1322) ;

~"Undang-undang ~ Nomor 7 Tahwi 1871 feniang

Pembentukan Pokok Kearsipan (L:mbaran Negare
Republik |nﬁone81a_ Tahun 1371 Nomor 60, Tambanan
Lembaran Negara Nomor 2964); '
Undang-undang Nomor 9 Teahun 1992 tentang
Kemerdekaan Menyampaikan Pendapa di Depan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 1938
Nomor 181, Tambahan Lembaran Negaia Nomor 3789);
Undang-undang ~ Nomor 92 Tahun 1999 fentang
Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Repubit

-Andonesia Tahun 1939 Nomor 60, Tambahan Lembaral

Negara Nomor 3839):
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. Uidang-updang  Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan -
Daerah {Lembaran Negara. Republik Indonesia. Tahun
1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Normior
3948) ; i |
. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1963 teniang
Pényelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. (Lembaran Negara
Republik l.ndoneS|a Tahun 1999 Nomor 75, Tambaha..
Lembaran Negara Norfior Q851)
; Undang-undang Nefmor 39 Tahun 1999 tentang Hak Psasr
 Manusia iLembaran Neoara Repablk Indonesia Tahan
1999 Nomor 165, Tambatian Lombaran Negara Nomior
| 3867 s i il
3, - Undang-undang Nomor 22. Tahun 200'1 tentang Susunan .
'.'dan Kedudukan Ma;eus Permusyawaratan Rakyat Dewar o
pewakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Dasrgh, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah -(Lembaran Negara Republik
' lndonesm Tahun.2003 Noror 92, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4310) ;
_ Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang
Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata
Cara Peran Serta Masyarakat délar_t_\ Penataan Ruang
(Lerhbaran Negara™ Replblik ™ Iridohésia " Takan 1996 -
Nomor , Tambahan Lembaran Negara ‘N'o_mor )
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Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarskat dalam
Panyelenggaraan; Negara {lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran

Negara Nohor 3869) ;

Poraturen Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 te'\lang
Pengeloiaan dan Perlanggung Jawaban Keua1gan
Daerah (Lemba'an Negara Republik indonesia Tahun
2000 Nomor 202, Tambahan Lenbaran Negara Nomor

- 4022);
12.

Peraturan Pemenntah Nomor 108 Tahun 2000 tentang
Pertanggung Jawaban ‘(epala Daerah (Lembaran Negara
Repdbhk indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan
Lembaran Negara Nomnr 40J),

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembmaan don ‘Pengawasan atas Penyelenggaran
Pemenntah Daerah  (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran
_ Negara Nomor 4030);

14.

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tenting
Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan
Bentuk ,, Rancangan Undang-undang, Rancangan
Peraturan Pemenntah dan Rancangan Keputusan

'Pfeslden (Lernbatan ‘Negara- Republik Indonesia Tahun

1999 Nomor 70);
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15. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 !eniang Tala
Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerinlah Daerah;
16. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahtun 2003 lenlar;g
Pedcman Peiaksangan Pengadaar  BaranglJasa
Pemerintah.
Dengan Persetujuan Bersama ' -
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GOWA
.. Dan
RUPATI GOWA

. MEMUTUSKAN :

Menctapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TRANSPARANSI
.. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KABUPATEN
: GOWA. " 5 ——es;: B B EENE W SRR i

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : -
4. Daerah adalah Kabupaten Gowa | T e
2. Pemérintah” Darati- adalah” Kepala Dderdti “beserta Perarigkat Daerah
Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Gowa ;
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- 8.

Kepala Dasral -gdalan pupadtl Guwa,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjultnya disebut DpRp s

"~ Begen Legistatif « Daerah Kabupaten Gowa ;

ransnaranSI adalah keadaan dimana setiap orang dapat me"qetahh, |

proses pembt.atan -dan pengambiian keputusan di Pemerintahan umun;

informasi publik adalai segala sesualu yang dapat dikomunikasikan alag
yang dapa! menerangkan suatu hal dengan sendiiinya dalam begyk

apapun, atau pernyataan lisan peiabat pUb'lk yang berwenang;
Kebijakan publik adalah segala tindakan atau keputusan yang bekaitan

. dengan kepentingan publik baik berupa aturar maupun pelaksanaan yang

bertujuan untux Repentingan masyarakat;

. Badan publik adalah Pemerintah Daerat, BUMD;

Pe,abaf cokumonta51 dan mfom*am adzlah pejabat yany menguius
doxumentasn dan mforrnasl adalah bertanggung jawab. secara khusus
terhadap penylmpanan data, pendokumentasian, serta penyediaan dan -

pelayanan gg_for_m:_asn di lembaganya masing-masing.

BABIIl A%
ASAS DAN TUJUAN :
‘Asas
: % .. - Pasal 2 Fie
ransparansi - penyelenggaraan - Pemerintahan  Daerah dilaksanakan
berdasarkan - - ecem e i
Asas- | '

asas pelayanan umum, yaitu



o

3

Transparansi-atas informasi publik bersifat muilak dan danét diminta oleh
seliap orang; | v

Pelayanan atas permintaan publik bersifal cepat, tepat wakty, sedert
dan murah; "y

1ana

Mutu proses dan hasil -pelayanan harus memberkan keamanan
kenyamanan da” kepastian hukum yang dapat dipertanggung jawabkan |

Tujuan

Pasai 3

Pergturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan dan jaminan hak setiap

orang untuk memperoieh inforfmasi publik dalam rangka :

a.

Akuniabilitas publik yang meniamin hak seliap oreng unfuk mengetahui
rencana dan proses pengambilan keputusan publik serta alasannya;
Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan
publik; |

Agar sefiap orang mengetahui alasaﬁ kebijakan publk yang
mempengaruhi hajat hidup orang banyak;

Mendorong kualitas aspirasi masyerakat dalam membetikan masukan bag!-

pengambilan kebijakan publik.

BABIII
HAK DAN KEWAJIBAN



Pasal 4

~ (1) Badan publik wajib— memberikan pelayanan bagi setiap orang -untyk

mendapatkan mformasu publsk |
(2) Setiap orang berhak menghadiri periernuan yang akan dladakan o

badan pubik; |
(3) Panggunaan hak-hak yang sebagaimana-pada ayat (1) dan (2) pasal ini;

mentzali kelentuan. Perundang-undangan yang beraku serta oma dan

etika yang ada dalam masyarakat.

Informasi yang disampaitan

| ~ Pasal$
(1) Setiap proses perﬁmusan gan hasil kebi_iakan. metliputi :

a. Informasi pro§es perencanaan pemuangunan, visi, misi, strategi
'pembanguggli]: yang meiingkupi mulai  dari  DesalKelurehan,
Kecamatan dan Kabupaten; - _

b. !nfgrmasi APBD mulai dari hasil pembahasan proses penganggaran
sampai penetapan;

C.  Informesi perencanaan tata fuang mulai awa! pelaksanaan sampai
pada has sil penetapan tata ruang;

d Pelaksanaan proyek pembangunan, baik fisik maupun fon fisik,
 Proses tender dan penunjukan disampaikan kepada masyarakal

G. Pmses pengawasan dimulai dari pelaksanaan awel sampal kepada
Peﬂyelesaian kegiatan;

f Nama badan publik penyelenggara;



T,

g. Proses perjanjian yang teiah diterbitkan.

(2) Kewejiban meyebarluaskan informasi sabagaimana dimaksud pada ayat
(1) diakukan dengan bahasa yang ‘mudah dipahami oleh masyarakat;

(3) Caracara sebagimana dimaksud ayat {2) harss dlmmuskm dalam
‘mekanisme yana menjamin pemerataan informasi yang akan gitentukan

lebih lanjut oleh pejabat yang bedanggung jawab dibadan publi terkait
bersama lembaga informasi.

informasi Yang Tersedia

Pasal &
(1) Badan publik wajib menyediakan informasi publik selizp seat yang
melipgti :
a. Dafiar dari seluruh informasi publik vang berada di bawah
penguasaaniya;
b. Hasii keputusan badan publk dan pertimbangannya;
Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumentasi pendukungnys;
Rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran
tahunan badan publik; -
€. Peﬂanpan—per]anjran dengan pthak ke hga,
| . Pendapat-pendapat badan publik;
0. Prosedur pelayanan publk yang mempengaruhi hak-hek dan
" kewajiban masyarakat;
h. Laporan inengenai akses informasi publik sebagaimana,diatur dalam.

Peraturan Daerah-ini;




. Informasl perencanaan dan penggunazn budgst.

. (1) Apabila suaty ‘informasi teish dinyateken teibuka bagi masyarakat
berdasarkan permintaan, atau sefelsh mefalul mekanisme keberatan,
maka informasi tersebut dimasukkan dalam daftar informasi yang tolah
tersedia setiap saat;

(¢ Untuk mewujudkan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, murah
dan-sederhana, maka setiap badan publik wajib :

_ -+ .a. Menunjuk pejabat dokumentasi dan informasi;

:, b. Membuat dan memiliki sistem penyediaan informasi.

(3) Badaf_\ publik wajib; mengumunkan secara merata tanpa penundaan suaty
hovaivan haiat hidun araca hansl

. . i :
s = -lnfﬂ’HES! }'aﬂg dam! memb:i: AS P Sl PULLLS Wi Sily bhi:, (=W

tsss we

" Prosedur

e e el . Pasal?

E (1) Pmsedui: yang di infonné's'i'kan dalam lingkungan Pemerintah Daerah &

a. Segala prosedur yang berkaitan dengan aspek pelayanan umum

) ‘hérus dilakukan.dengan mempehatikan hajat hidup orang banyak;

b. Posedur perencanaan pembangunan, sampal pada rencana
penyusunan anggaran, perencanaan tata ruangftata guna lahan, se_rta
psedur  pemanfaatan asset Kabupaten ditetapkan- dan
‘ditranparansikan. | Ce

'(2)"‘Seluruh’pmse's “keputusan-di ‘DPRD-dilakukan secara transparait sesual
ketentuan tata tertib yang berlaku;

.rare -
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3) Prosedur yang di informasikan dalam lingkungan Badan ljsalin Miiik.
~ Daerah:
a. Segala hal yang berkaltan dewgan kepentingan oubllk bk
" menyangkut tentang  tar, ‘aluran, mekanisme peiaksanesannyq
dilakukan secara transparant; : |
b. Rapat vang dilaksanakan "dalam lingkungan BUMD menyangky!
usulan untuk kebijdKan pubiik harus tersedia informasinya dan dapag|
diakses oleh masyarakat: |
Pimpipan ditingkat lingkungan BUMD bérkewajiban untuk

o

menyampaikan  hasil-hasil”  pengambilan kepulusan tentang
kepentmgan publik dlscmpaman secara terbuka Kepada publik melaly;
media dan sarana informasi lainnya. )

.....

Pasal §
Pmses pengamb.lan kebuakan dalam Imgkungan Pemenntah Daerah, DPPD
dafn SUNM dapa; dtakses oleh masyarakat

BAB IV
INFORMAS! YANG DIKECUALIKAN

. Pasal 9

Sel:ap badan publik wajb membuka akses bagi setiap orang untuk
me'xdapatkan informasi  publik, kecuali yang dilarang oleh ketentuan
.Perundang-umdangan yang berlaku. -
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. Pacal 10
() Delam menjauankan Peraturan Daerah ini Kepala Daerah dapal
membentuk komisi transparansi yang bersnfat independen  dengan

perseiujuan DPRY;
i2) 4(oml<;1 transpara'\m berkedudukarn di Daerah Kabupater Gowa,

(3) ~ Uraian figas dan fungst- -fungsi transparansu diatur dengan Keputusan

Kepala Daerah.

BABV
" PERLINDUNGAN

Pgoal 1
Seliap orang yang memberikan infonnasl mengenal kelenluan Peraturan
Dwrah ini waiib dmndungl gesual dengan ketentuan yang berlaku

¢
llf ' ‘l
_?‘ L] "
» ¥ .l
]

Pasal 12 SR

! !

Bla teiadi Weberatan sebelum membentuk komis! tranaparanal makﬂ
m’“m W"ﬂ *@806 Pimpinan Badan Publik yang bemangkulan



BAB Vi
KETENTUAN PENUTUP

rasal 13
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar: setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daérah ini dengan penerhpatannya péda Lembaran Daerah Kabupaten Gowa.

: -Disahkan di .: Sdnéﬁuminasé |
[Pada Tanggal : 6 Agusius 2004

T GOWA, - ...

~

- : Sungguminasa -+
: 9 Agustus 2004

TR Rt 1]

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2004 NOMOR 07 SERI E
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